MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 /PMK.03/2022
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA AGEN ASURANSI,
JASA PIALANG ASURANSI, DAN JASA PIALANG REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan rasa
keadilan serta menyederhanakan administrasi
perpajakan, perlu mengatur mengenai penghitungan,
pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak
pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi,
jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 16A ayat (2) dan Pasal 16G huruf i Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan

Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang

/
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Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi;



Mengingat

Menetapkan

-0 .

: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. - Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA AGEN
ASURANSI, JASA PIALANG ASURANSI, DAN JASA PIALANG
REASURANSI.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah beserta perubahannya.
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Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang
seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pagjak
karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan
Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum
dan perusahaan asuransi jiwa.

Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan
asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa
syariah.

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau
bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas
nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
memasarkan produk asuransi atau produk asuransi
syariah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

A
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

12. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.

13. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan
untuk suatu Masa Pajak.

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang perpajakan.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2
(1) Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan:

a. jasa agen asuransi oleh Agen Asuransi kepada
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah;

b. jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang
asuransi kepada Perusahaan Asuransi dan/atau
Perusahaan Asuransi Syariah; dan

c. jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang
reasuransi kepada perusahaan reasuransi dan/atau
perusahaan reasuransi syariah.

(2) Jasa agen asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kegiatan pelayanan oleh agen asuransi

dalam rangka mewakili Perusahaan Asuransi atau
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Perusahaan Asuransi Syariah untuk memasarkan produk
asuransi atau produk asuransi syariah.

(3) Jasa pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan kegiatan pelayanan konsultasi
dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau
asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya
dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis,
tertanggung, atau peserta.

(4) Jasa pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan kegiatan pelayanan konsultasi
dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi
atau penemi:oatan reasuransi syariah serta penanganan
penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas
nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah,
perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau
reasuransi syariah.

(5) Perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan perusahaan yang
menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau
keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi
syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan
bertindak untuk dan atas nama pemegang polis,
tertanggung, atau peserta.

(6) Perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan perusahaan yang
menyelenggarakan wusaha jasa konsultasi dan/atau
keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau
penempatan reasuransi syariah serta penanganan
penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas
nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah,
perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi

syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau

A
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(7) Perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan  perusahaan yang
menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang
terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi,
perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi
lainnya.

(8) Perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ merupakan perusahaan yang
menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan
prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan
asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau
perusahaan reasuransi syariah lainnya.

(9) Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak

Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipungut dan disetor
dengan besaran tertentu.
(2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu sebesar:

a. 10% (sepuluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan
dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dibayarkan kepada Agen
Asuransi; atau

b. 20% (dua puluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan
dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan

v
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pialang asuransi atau perusahaan pialang
reasuransi.

(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu:

a. sebesar 11% (sebelas persen), yang mulai berlaku
pada tanggal 1 April 2022; dan

b. sebesar 12% (dua belas persen), yang mulai berlaku
pada saat diberlakukannya penerapan tarif Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai.

(4) Komisi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan nilai pembayaran sebelum dipotong pajak
penghasilan atau pungutan lainnya.

(5) Termasuk komisi atau imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a yaitu komisi atau imbalan yang
dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Asuransi Syariah kepada Agen Asuransi berdasarkan
penerimaan komisi atau imbalan Agen Asuransi di bawah

manajemennya.

Pasal 4

(1) Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan
perusahaan pialang reasuransi wajib melaporkan
usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) Kewajiban Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi,
dan perusahaan pialang reasuransi untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga berlaku bagi Agen Asuransi, perusahaan
pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransiyang
memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai batasan pengusaha kecil Pajak

Pertambahan Nilai. {6,
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Agen Asuransi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak dianggap telah dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.

Agen Asuransi yang belum memiliki nomor pokok wajib
pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak
vang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan
untuk diberikan nomor pokok wajib pajak.

Dalam hal Agen Asuransi selain menyerahkan jasa agen
asuransi juga menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak lainnya, Agen Asuransi wajib melaporkan
kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak sepanjang jumlah peredaran usahanya
melebihi batasan pengusaha kecil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang
reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Pasal 5

Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan

perusahaan pialang reasuransi sebagai Pengusaha Kena

Pajak wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan jasa

agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang

reasuransi.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a. bukti pembayaran komisi (statement of account) dari
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah kepada Agen Asuransi; atau

b. bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi
atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh

perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang

reasuransi, j/
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yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya

dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(3) Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dibuat melalui sistern Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Asuransi Syariah.

(4} Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat:

a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena
Pajak yang menyerahkan jasa agen asuransl, jasa
pialang asuransi, atau jasa plalang reasuransi;

b. nomor urut dan tanggal dokumen yang dibuat oleh
sistem Pengusaha Kena Pajak;

c. nilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang diterima oleh Pengusaha Kena
Pajak; dan

d. jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

(5) Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dibuat:

a. paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan
diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan
nama dan dalam bentuk apapun oleh Agen Asuransi;
atau

b. pada saat penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa
pialang reasuransi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Pasal 6
(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib
memungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada saat:
a. pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungutl

Pajak Pertambahan Nilai kepada Agen Asuransi; atau

*
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b. penerimaan pembayaran premi oleh pemungut Pajak
Pertambahan Nilai dari perusahaan pialang asuransi
atau perusahaan pialang reasuransi.

(2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan Pajak
Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas seluruh
komisi atau imbalan yang dibayarkan kepada Agen
Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan
pialang reasuransi dalam 1 (satu) Masa Pajak dengan
menggunakan 1 (satu} Surat Setoran Pajak atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran
Pajak.

(3) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama pemungut
Pajak Pertambahan Nilai untuk seluruh Agen Asuransi,
perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang
reasuransi.

(4) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan
sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai
disampaikan.

(5) Ketentuan mengenai contoh pemungutan dan penyetoran
Pajak Pertambahan Nilai oleh pemungut Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut
dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa :’Z’ak
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Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan
Nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa
Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berakhir.

(2) Ketentuan mengenai contoh pengisian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi
pemungut Pajak Pertambahan Nilai oleh pemungut Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8
(1) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dianggap telah melaporkan penghitungan Pajak
Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa agen asuransi.
(2) Dalam hal Agen Asuransi:
a. selain menyerahkan jasa agen asuransi juga
menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak lainnya; dan
b. sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan
brutonya atas penyerahan jasa agen asuransi dan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak lainnya tidak melebihi batasan pengusaha kecil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan,
pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai bagi Agen Asuransi sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Agen Asuransi:
a. selain menyerahkan jasa agen asuransi juga
menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak lainnya; dan
b. sampal dengan suatu bulan dalam tahun buku,
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan
brutonya atas penyerahan jasa agen asuransi dan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
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Pajak lainnya melebihi batasan pengusaha kecil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan,
Agen Asuransi wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

(4) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
melaporkan penyerahan:

a. jasa agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a; dan

b. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak lainnya,

dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan

Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan.

(5) Ketentuan mengenai contoh pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Agen
Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang

reasuransi sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan

penyerahan:

a. jasa pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf b dan/atau jasa pialang reasuransi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
dan/atau

b. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya,

dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan.

A
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Pasal 10
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan jasa agen
asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1} tidak dapat
dikreditkan cleh Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi,

dan perusahaan pialang reasuransi.

Pasal 11
Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} vang
mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut lebih
besar dari pajak yang seharusnya dipungut, atas kelebihan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan
permohonan pemindahbukuan atau pengembalian kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh
pemungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12

Atas pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut Pajak
Pertambahan Nilai sechubungan dengan penyerahan jasa agen
asuransi, jasa plalang asuransi, dan jasa pialang reasuransi
yvang terutang dan telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh
Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan
pialang reasuransi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah
dikecualikan dari kewajiban pemungutan, penyctoran, dan
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (9).

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

4/
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 367

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
w.b:
Plt. Kepala Baglan ﬁdmxmstram Kementerian

/4[

RIANSYAH N
0213:199703 1 001
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /PMK.03/2022

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA
AGEN ASURANSI, JASA PIALANG ASURANSI, DAN JASA
PIALANG REASURANSI

CONTOH PEMUNGUTAN,PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI OLEH PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI,
SERTA CONTOH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI OLEH AGEN ASURANSI

CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
JASA AGEN ASURANSI OLEH PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PT Asuransi Aman merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bekerja
sama dengan Nyonya Evi sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2, 11, dan 16
April 2022, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi kepada
Nyonya Evi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi (statement of
account).

Berdasarkan informasi di atas, PT Asuransi Aman wajib:

1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa agen
asuransi oleh Nyonya Evi pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2022.

2. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lama pada tanggal 31
Mei 2022 (misalkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai disampaikan ke kantor pelayanan pajak oleh PT Asuransi Aman

pada tanggal 31 Mei 2022).

CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
JASA PIALANG ASURANSI ATAU JASA PIALANG REASURANSI OLEH
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PT Asuransi Tenang merupakan perusahaan asuransi umum yang bekerja
sama dengan pialang asuransi yaitu PT Pialang Tenteram. Pada tanggal 10
April 2022, PT Pialang Tenteram menerbitkan tagihan komisi atas

penyerahan jasa pialang asuransi kepada PT Asuransi Tenang. Pada

www.jdih.kemé%lse'l{.go.id
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tanggal 14 dan 27 April 2022, PT Pialang Tenteram meneruskan

pembayaran premi dari pemegang polis kepada PT Asuransi Tenteram

setelah memotong komisi atas jasa pialang asuransi.

Berdasarkan informasi di atas, PT Asuransi Tenang wajib:

1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pialang
asuransi oleh PT Pialang Tenteram pada tanggal 14 dan 27 April 2022.

2. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lama pada tanggal 31
Mei 2022 (misalkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai disampaikan ke kantor pelayanan pajak oleh PT Asuransi Tenang

pada tanggal 31 Mei 2022).

CONTOH PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PEMUNGUT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI ATAU
PERUSAHAAN REASURANSI

PT Asuransi Aman sebagaimana dimaksud pada contoh huruf A dan PT

Asuransi Tenang sebagaimana dimaksud pada contoh huruf B wajib

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor

dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan

Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2022 ke

kantor pelayanan pajak tempat pemungut Pajak Pertambahan Nilai

terdaftar paling lama pada tanggal 31 Mei 2022, dengan tata cara pengisian

Lampiran 2 (FORMULIR 1107 PUT 2) sebagai berikut:

1. kolom “Nama Rekanan” dan “NPWP Rekanan” diisi dengan nama dan
Nomor Pokok Wajib Pajak Agen Asuransi, perusahaan pialang
asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi;

2. kolom “Faktur Pajak” diisi dengan nomor dan tanggal bukti
pembayaran komisi (statement of account) sebagaimana dimaksud
pada contoh huruf A atau bukti tagihan komisi jasa pialang asuransi
sebagaimana dimaksud pada contoh huruf B;

3. kolom “Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti” diisi dengan nomor
bukti pembayaran komisi (statement of account) pengganti atau bukti
tagihan komisi jasa pialang asuransi pengganti, dalam hal terdapat
penggantian dokumen tersebut;

4. kolom “DPP (Rupiah)” diisi dengan nilai komisi atau imbalan kepada
Nyonya Evi atau PT Pialang Tenteram;

A
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S. kolom “PPN (Rupiah)”diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut;
kolom “PPnBM (Rupiah)” diisi dengan tanda “-”;
kolom “Tanggal Setor PPN” diisi dengan tanggal penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai yang dipungut; dan

€« «
= .

8. kolom “Tanggal Setor PPnBM” diisi dengan tanda

D. CONTOH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI OLEH AGEN ASURANSI

1. Berdasarkan contoh huruf A, Nyonya Evi sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP) Agen Asuransi:

a. wajib membuat Faktur Pajak berupa bukti pembayaran komisi
(statement of account) yang dihasilkan dari sistem PT Asuransi
Aman; dan

b. telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai.

2. Dalam hal Nyonya Evi selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga
menjual tanaman hias dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi
batasan pengusaha kecil, Nyonya Evi wajib:

a. memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai
bunga; dan

b. melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kolom
penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh
pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan tanaman
hias dan jasa merangkai bunga pada kolom penyerahan yang

Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum
w.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
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